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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja
keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Pangkep selama periode 2021-2023. Analisis dilakukan dengan
menggunakan empat rasio keuangan, yaitu Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio
Ketergantungan Keuangan Daerah. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan
pendekatan dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian
keuangan daerah masih berada pada kategori sangat rendah
dengan rata-rata sebesar 19,49 persen. Efektivitas PAD berada
dalam kategori kurang efektif dengan rata-rata 81,14 persen,
meskipun menunjukkan tren peningkatan. Sementara itu, rasio
pertumbuhan pendapatan mengalami rata-rata pertumbuhan
negatif sebesar —2,77 persen, dan rasio ketergantungan keuangan
tercatat sangat tinggi sebesar 83,13 persen. Temuan ini
mengindikasikan bahwa BKAD Kabupaten Pangkep masih
menghadapi  tantangan serius dalam upaya mencapai
kemandirian fiskal. Oleh karena itu, diperlukan strategi
penguatan potensi PAD, perbaikan sistem pemungutan pajak,
dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung
keberhasilan otonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah,
Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the
Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of
Pangkep Regency during the 2021-2023 period. The analysis
employs four financial ratios: Regional Financial Independence
Ratio, Effectiveness Ratio of Locally-Generated Revenue (PAD),
Revenue Growth Ratio, and Financial Dependency Ratio. The
research method used is descriptive quantitative, with data
collected through documentation of regional financial reports.
The findings indicate that the region's financial independence
remains very low, with an average ratio of 19.49 percent. The
effectiveness of PAD is categorized as less effective, averaging
81.14 percent, although showing an upward trend. Revenue
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growth experienced a negative average rate of —2.77 percent,
and the financial dependency ratio is still very high at 83.13
percent. These results suggest that BKAD of Pangkep Regency
continues to face serious challenges in achieving fiscal
autonomy. Therefore, it is necessary to strengthen local revenue
potential, improve tax collection systems, and optimize financial
management to support the successful implementation of
sustainable regional autonomy.

Key word: Financial Performance, Local Own-Source Revenue,
Local Government
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PENDAHULUAN

Dalam era teknologi yang terus berkembang, otonomi daerah memegang peran penting
dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui otonomi, daerah
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta sumber daya
secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup pengambilan
keputusan, pengelolaan sumber daya alam dan manusia, serta penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan publik yang responsif terhadap kondisi masyarakat. Namun, di balik keleluasaan
tersebut, otonomi daerah juga menuntut adanya akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaan fungsi

pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

Menurut Fernandes (2022), otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam koridor hukum yang berlaku.
Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan
daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri, yang tercermin dari kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usman (2017) menjelaskan bahwa PAD merupakan seluruh
penerimaan yang berasal dari potensi daerah sendiri dan menjadi sumber pembiayaan utama
kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD sangat diperlukan untuk
mewujudkan kemandirian fiskal dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang

berkelanjutan.

Kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran
publik oleh pemerintah daerah. Idris (2017) menegaskan bahwa penilaian kinerja keuangan
dilakukan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, terutama melalui analisis

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Wulandari (2022)
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menambahkan bahwa pengukuran kinerja sangat penting dalam rangka memastikan
akuntabilitas penggunaan uang publik, yang tidak hanya ditinjau dari aspek transparansi, tetapi
juga efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Untuk mendukung hal ini, pemerintah
telah menetapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis pengelolaan
keuangan daerah guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, serta efisiensi
dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Analisis terhadap PAD menjadi sangat
penting karena memberikan gambaran tentang potensi, pencapaian, serta kendala dalam
optimalisasi pendapatan daerah. PAD juga berfungsi sebagai indikator strategis dalam
mengukur sejauh mana daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari
pemerintah pusat. Dalam hal ini, Adelia (2023) menyatakan bahwa pengukuran kinerja
keuangan dapat dilakukan melalui berbagai rasio, antara lain efektivitas, efisiensi,
kemandirian, pertumbuhan, dan keserasian. Rasio-rasio ini memberikan pemahaman
mendalam terkait sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Pangkep sebagai salah satu
daerah otonom di Sulawesi Selatan, juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan
kemandirian fiskal. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2021-2023, Kabupaten Pangkep
menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi, yakni di atas 95% setiap tahunnya.
Namun, fluktuasi realisasi pada tahun 2022 mengindikasikan adanya hambatan dalam
pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
secara nominal target anggaran dapat terealisasi, namun aspek efektivitas, pertumbuhan, dan

ketergantungan fiskal masih perlu dianalisis lebih lanjut.

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari studi yang dilakukan oleh Bahri (2022),
yang menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Pangkep pada periode
2017-2019 masih tergolong sangat rendah, yaitu rata-rata sebesar 18,83 persen. Hal ini
menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan
provinsi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali kinerja keuangan daerah dalam
periode terbaru untuk melihat apakah terjadi perbaikan signifikan, khususnya dalam hal
peningkatan PAD, penguatan kemandirian fiskal, dan pengurangan ketergantungan terhadap

dana eksternal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep selama
tahun 2021 hingga 2023. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi rasio kemandirian

keuangan daerah, efektivitas PAD, pertumbuhan pendapatan, dan rasio ketergantungan
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keuangan guna mengetahui sejauh mana BKAD mampu mengelola keuangan daerah secara
mandiri, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi

daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kuantitatif,
yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan daerah tanpa
menguji hubungan antar variabel (Sugiyono, 2015). Populasi penelitian ini adalah seluruh
laporan keuangan BKAD, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan
penelitian (Firmansyah, 2022). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni
pengumpulan data dari dokumen tertulis seperti APBD dan laporan keuangan lainnya, serta
wawancara jika diperlukan sebagai pelengkap informasi (Thalib, 2022; Fadilla & Wulandari,

2023). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan empat rasio keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator yang menunjukkan sebe-
rapa besar kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Semakin tinggi nilai rasio
ini, semakin besar tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan
pelayanan publik tanpa bergantung secara terus-menerus pada bantuan dari pemerintah pusat.
Menurut Zuhri, M (2016) Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Rasio K dirian = X 1009
asio emandiran Pendapatan Transfer Pusat + Pinjaman %

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Periode 2021 - 2023

Tahun Pendapatan Asli Daerah ~ Pendapatan Transfer (Rp)  Pinjaman Rasio

(Rp) (Rp) (%)

2021 216.748.174.029,00 938.839.779.304,00 0 23,08
2022 205.846.851.300,00 1.079.361.802.314,00 0 19,07
2023 195.298.375.300,00 1.196.562.678.000,00 0 16,32
Rata-rata 19,49

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)
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Rasio kemandirian keuangan BKAD Kabupaten Pangkep menurun tajam dari 23,08%
pada 2021 menjadi 16,32% pada 2023, mengindikasikan melemahnya kemampuan fiskal
daerah dalam membiayai belanja secara mandiri. Penurunan ini mencerminkan rendahnya
kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan tingginya ketergantungan pada dana transfer
pusat. Secara struktural, ketergantungan ini disebabkan oleh minimnya eksplorasi potensi
pendapatan lokal, sementara secara teknis, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pajak
masyarakat, lemahnya sistem pemungutan, dan pengawasan yang belum optimal. Untuk
mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi pajak melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas
aparatur, serta perluasan basis pajak, termasuk sektor UKM dan aset daerah. Jika tidak segera
dibenahi, ketergantungan fiskal akan terus menghambat pembangunan. Pola ini juga tercermin
pada periode 2017-2019, di mana rasio kemandirian rata-rata hanya 18,83%, menunjukkan

bahwa persoalan ini bersifat kronis dan memerlukan solusi berkelanjutan.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam
merealisasikan target pendapatannya. Semakin tinggi rasio ini, semakin menunjukkan bahwa
kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Rasio ini dapat diibaratkan seperti nilai
ujian, yang menunjukkan tingkat pencapaian pemerintah daerah terhadap target pendapatan
yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Menurut Zuhri, M (2016)
perhitungan rasio ini dilakukan dengan menggunakan rumus:

Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Efektivitas = X 1009
aslo Blextivitas Target Penerimaan PAD &

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Periode 2021 - 2023

Tahun Realisasi Penerimaan PAD (Rp) Target Penerimaan PAD Rasio
(Rp) (%)
2021 159.407.687.393,01 216.748.174.029,00 73,54
2022 163.602.765.323,44 205.846.851.300,00 79,47
2023 176.623.383.839,89 195.298.375.300,00 90,43
Rata-rata 81,14

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)

Rata-rata efektivitas PAD Kabupaten Pangkep selama periode 2021-2023 berada pada
angka 81,14 persen, yang tergolong dalam kategori Kurang Efektif. Hal ini menunjukkan
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bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini
mencerminkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan target dan pelaksanaan
pemungutan PAD, serta masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas
manajemen pendapatan daerah, termasuk perbaikan sistem pendataan wajib pajak, intensifikasi

pajak, dan penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio Rasio pertumbuhan pendapatan menggambarkan laju peningkatan pendapatan
daerah dari tahun ke tahun. Semakin besar nilai rasio ini, semakin menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya. Seperti halnya pertumbuhan tinggi
badan pada anak, rasio ini mencerminkan seberapa cepat pendapatan daerah mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Menurut Pundissing, R (2020) perhitungan rasio ini dilakukan

dengan menggunakan rumus:

Rasio Pertumbuhan = -0 AP0y 1 0go
dS10 rertumpunan = PADLO 0

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:
Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Periode 2021 -

2023
Tahun Realisasi PADt1 Realisasi PADt0 Rasio
(Rp) (Rp) (%)
2021 159.407.687.393,01 196.530.900.657,27 -18,88
2022 163.602.765.323,44 159.407.687.393,01 2,63
2023 176.623.383.839,89 163.602.765.323,44 7,95
Rata-rata 2,77

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)

Selama periode 2021-2023, rasio pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan rata-
rata sebesar —2,77 persen, yang termasuk dalam kategori Sangat Buruk. Angka negatif ini
menggambarkan belum stabilnya pendapatan daerah dan menunjukkan adanya tantangan
dalam memperkuat sumber penerimaan yang berkelanjutan. Kemungkinan besar, kondisi ini
disebabkan oleh lemahnya basis penerimaan serta tingginya ketergantungan pada sektor-sektor
ekonomi yang rentan terhadap gejolak eksternal. Meskipun sempat terjadi perbaikan pada dua

tahun terakhir, pertumbuhan tersebut belum cukup kuat untuk mengimbangi penurunan tajam
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sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan strategi fiskal yang berbasis pada
potensi ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan pendapatan yang lebih berkelanjutan

dan stabil.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan
untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan
keuangan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin menunjukkan tingkat
ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah Pusat. Rasio ini mencerminkan belum
optimalnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri.
Menurut Mahmudi (2016) rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan rumus

sebagai berikut:

Pendapatan Transfer

Rasio KKD X100

~ Total Pendapatan Daerah

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Periode 2021 -

2023
Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Rasio
(Rp) (Rp) (%)
2021 1.092.920.964.304,00 1.366.852.503.333,00 79,95
2022 1.214.517.776.314,00 1.448.114.627.614,00 83,86
2023 1.315.360.362.990,00 1.536.645.123.532,00 85,59
Rata-rata 83,13

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)

Rata-rata rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Pangkep selama tiga tahun terak-
hir mencapai 83,13 persen, yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari
pemerintah pusat dan provinsi. Ketergantungan yang terus tinggi ini menjadi indikator bahwa
kemandirian fiskal daerah belum tercapai secara optimal. Ruang fiskal daerah untuk merancang
kebijakan pembangunan yang otonom pun menjadi sangat terbatas. Kegagalan dalam mening-
katkan kontribusi PAD menyebabkan struktur pendapatan tetap tidak seimbang dan menja-
dikan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Untuk mengurangi keter-

gantungan ini, diperlukan strategi penguatan PAD yang lebih serius melalui perluasan basis
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pajak, pengembangan sektor unggulan daerah, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan analisis empat rasio kinerja keuangan dacrah BKAD Kabupaten Pangkep
tahun 2021-2023, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah dengan
tren penurunan, menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.
Sementara itu, efektivitas PAD mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dan mencapai
kategori cukup efektif pada 2023, meskipun rata-rata selama tiga tahun masih berada pada
kategori kurang efektif. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan kondisi yang belum stabil
dengan rata-rata negatif, menandakan masih rapuhnya struktur pendapatan daerah. Di sisi lain,
rasio ketergantungan keuangan yang tetap tinggi memperkuat kesimpulan bahwa otonomi
fiskal Kabupaten Pangkep belum terwujud secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya
upaya berkelanjutan dalam memperkuat basis PAD, meningkatkan efisiensi fiskal, serta
mendorong reformasi kelembagaan dan kebijakan fiskal untuk mencapai kemandirian daerah

yang lebih kuat dan berkelanjutan.
SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep tahun 2021-2023, diperoleh
rata-rata rasio kemandirian sebesar 19,49 persen. Nilai tersebut berada dalam kategori rendah
sekali yang berarti pola hubungan keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah masih bersifat instruktif, di mana pemerintah pusat masih sangat dominan

dalam pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah
(PAD) pada BKAD Kabupaten Pangkep tahun 2021-2023, rata-rata rasio efektivitas PAD
selama periode tersebut sebesar 81,14 persen, yang masuk dalam kategori kurang efektif. Ini
mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target yang
telah ditetapkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan

sumber PAD perlu ditingkatkan agar dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada
BKAD Kabupaten Pangkep tahun 2021-2023, diperoleh rata-rata pertumbuhan pendapatan
daerah sebesar —2,77 persen, tergolong dalam kategori sangat buruk karena berada pada
persentase negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan pendapatan

daerah, meskipun pada tahun-tahun selanjutnya terdapat perbaikan. Ketidakstabilan ini
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mencerminkan bahwa kinerja fiskal belum pulih secara menyeluruh dan struktur pendapatan

masih rentan terhadap tekanan eksternal.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan
daerah pada BKAD Kabupaten Pangkep tahun 2021-2023, diperoleh Rata-rata rasio
ketergantungan keuangan daerah tercatat sebesar 83,13 persen, yang berada dalam kategori
sangat tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada
dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketergantungan yang tinggi membatasi ruang
fiskal daerah untuk menyusun kebijakan belanja secara mandiri, sehingga memperlemah posisi

otonomi fiskal yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan keempat rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep belum optimal, terutama
dalam hal kemandirian keuangan dan pertumbuhan pendapatan yang masih tergolong rendah.
Meskipun efektivitas pengelolaan PAD sudah mulai menunjukkan tren positif, namun
ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan
strategi penguatan potensi PAD dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk

mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik di masa mendatang.
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